
BUPATI BOYOLALI 

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI 

NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 136 TAHUN 2021 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA 
DAN POLITIK KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI BOYOLALI,

bahwa untuk menindaklanjuti surat Gubemur 
Jawa Tengah Nomor 061/1959 perihal Persetujuan 
Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota 
di Provinsi Jawa Tengah dan surat Menteri Dalam 
Negeri Nomor 800/3451/OTDA tentang 
Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, maka perlu 
mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 136 
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keija 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 
Boyolali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 136 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Keija Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kabupaten Boyolali;

Mengingat ....
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Mengingat TJndang-’CTndang Komor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah 
ditrbah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5430) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang- 
Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang 
{Lembaran Negara RepubHk Indonesia Tahun 2017 
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6139);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

6. Peraturan ....
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6. Pferaturan Pemerintah Nomor IS Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai 
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) 
oebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Nomor 244);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 
tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke 
Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 
tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada 
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 546);

11. Peraturan
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11. Peraturan Bupati Boyolall Nomor 136 Tahun 2021 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas 
dan Fungsi, serta Tata Keija Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali (Berita 
Daerah Kabupaten Beyo^ Tafeun 2021 Nomor 
136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 136 TAHUN 2021 
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN 
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN 
BOYOLALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali 
Nomor 136 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keija Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Boyolali (Berita 
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 136) 

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 
sebagai berikut:

3 diubah sehingga berbunyi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Bakesbangpol terdiri 

dari:

a. Kepaia;
b. Sekretariat yaitu Subbagian Tata Usaha;

c. Bidang Kesatuan Bangsa;

4. Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan; dan

e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b dipimpin oteh Sefcretaris yang 
berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bakesbangpol.

(3) Bidang ....
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<3) EHdang sebagaimana dimaksud pada ayat f 1) 
huruf c dan huruf d dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala 
Bakesbangpol.

(4) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh 
Kepala Subbagian yang berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional sebageiimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf e berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada 
Sekretaris/Kepala Bidang dan dalam 
melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh 
Sub Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala 
Bakesbangpol.

(6) Bagan susunan organisasi Bakesbangpol 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini.

2. Paragraf 2 Bagian Keempat BAB III dihapus.

3. Pasal 15 dihapus.

4. Pasal 16 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut;

Pasal 21
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari 

sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi 
dalam kelompok sesuai dcngan bidang 
keahliannya.

(2j Uraian tugas Jabatan Fungsional berisi butir- 
butir kegiatan yang harus dilaksanakan 
mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh 
instansi pembina jabatan fungsional.

t3J Jabatan Fungsional dan angka kreditnya 
ditetapkan oleh instansi pembina jabatan 
fungsional dengan memperhatikan usul dari 
pejabat pembina kepegawaian.

(4) Jumlah
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f4) Jttmlah Jabatan Fungsional sebagadmana 
dimaksud pada ayat (1) ditentukan 
berdasarkan kebutuhan dan beban keija.

(5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional 
sebagadmana dimaksud pada ayat {1) d-iatur 
sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan.

(6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan 
tugas dan fungsi di masing-masing 
Sekretariat/ Bidang, dikoordinasikan oleh Sub 
Koordinator sesuai dengan ruang lingkup 
tugasnya dan fungsinya dan bertanggung 
jawab kepada Sekretaris/Kepala Bidang.

(7) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada 
ayat (6), dijabat oleh seorang pejabat 
fungsional dengan jenjang sekurang- 
kurangnya ahli muda atau pelaksana senior 
yang ditunjuk.

(8) Penunjukan pelaksana senior sebagai Sub 
Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat 
(7), dapat dilakukan apabila tidak terdapat 
jabatan fungsional yang sesuai.

(9) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud ayat 
(6), ditetapkan oleh pejabat pembina 
kepegawaian atas usulan pejabat yang 
berwenang.

(10) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

(11) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan 
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan dengan pengangkatan 
pertama, perpindahan jabatan, dan 
penyesuaian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 22
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7.

Pasal 22
(1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 ayat (6) terdiri dari:

a. Sekretariat yaitu Sub Koordinator 
Perencanaan dan Pelaporan;

b. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari:

1. Sub Koordinator Ideologic Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama

2. Kewaspadaan Dini dan Penanganan 

Konflik;

c. Bidang Politik Dalam Negeri dan
Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari;

1. Sub Koordinator Politik Dalam 

Negeri; dan
2. Sub Koordinator Organisasi

Kemasyarakatan.
(2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) merupakan pejabat fungsional yang 

ditunjuk, selain melaksanakan tugas jabatan 
fungsionalnya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 21 ayat (2), diberikan tugas tambahan 
mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan 

pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing- 

masing.

(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) merupakan bagian dari pelaksanaan 

tugas dan mendapatkan nilai angka kredit 
fungsional,

Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi 
sebagai berikut;

Pasal 23
(1) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator 

Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a 

sebagai berikut:

a. menyusun ...
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a. menyustm bahan kebijakan tekms di 
bidang penyusunan rencana, program, 
dan kegiatan serta pengelolaan 
administrasi keuangan dan penyusunan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan 
dan kineija pada Bakesbangpol sesuai 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang teiah 
ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang
penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan serta pengelolaan administrasi 
keuangan dan penyusunan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
kineija pada Bakesbangpol sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan
rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat
dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai 
dengan rencana pembangunan Daerah;

c. mengoordinasikan pelaksanaan
penyusunan rencana, program, dan 
kegiatan serta pengelolaan administrasi 
keuangan dan penyusunan laporan 
penyelenggaraan pemerintahan dan 
kineija pada Bakesbangpol berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dan menyelia pengumpulan data 
dan informasi organisasi
kemasyarakatan perencanaan di lingkup 
tugasnya;

d. menyiapkan bahan dan pelaksanaan 
pengoordinasian penyusunan dokumen 
perencanaan meliputi rencana strategis, 
indikator kineija utama, rencana kineija 
tahunan, rencana keija, rencana 
kegiatan dan anggaran, perjanjian 
kineija, pengukuran kineija, dan 
dokumen perencanaan lainnya sesuai 
lingkup tugasnya;

e. menyiapkan ....
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e. menyiapkan bahan dan pclaksanaan 
pengoordinasian penyusunan bahan 
laporan penyelenggaraan Pemerintahan 
Dae rah, bahan laporan keterangan 
pertanggiingjawahan Riipati, laporan 
akuntabilitas kineija instansi 
Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai 

lingkup tugasnya;

f. melaksanakan pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan kineija di bidang 
perencanaan, dan pelaporan sesuai 
dengan perencanaan dan indikator 

sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kineija;

g. memberikan saran, pendapat, dan
pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasarkan 
kajian dan/atau telaahan agar arah 
kebijakan penyelenggaraan tugas bidang 
kesekretariatan beijalan sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan;

h. menyusun laporan di bidang
perencanaan, dan pelaporan
berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi organisasi kemasyarakatan 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan 

tugas; dan
i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimptnan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-
undangan dalam rangka mendukung
kineija organisasi.

(2) Uraian tugas tarn bahan Sub Koordinator 
Ideologi, Wawasan Kebangsaaan dan
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(1) huruf b angka 1 sebagai berikut:

a. menyusun
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c.

menyusun bahan kebijakan teknis th 
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, 
bela negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, 
sejarah kebangsaan, serta ketahanan 
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika, 
fasilitasi kerukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan sesuai ketentuan

p«*n} n Ha ng-i| ndanga*1 Hfln
pertimbangan teknis agar pelaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;
menyusun bahan perencanaan di bidang 
ideologi, wawasan kebangsaan, bela 
negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika,

ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika, 
fasilitasi kerukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan sesuai prosedur 
dan ketentuan peraturan perundang- 
undangan berdasarkan rencana 
pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat
dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai 
dengan rencana strategis;
menyelia pelaksanaan tugas di bidang 
ideologi, wawasan kebangsaan, bela 
negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, 
sejarah kebangsaan, serta ketahanan 
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi

fasilitasi kerukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dan berhasil optimal;
melaksanakan pembinaan kerukunan 
umat beragama dan an tar umat 
beragama;

e. menyiapkan ....
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f.

g-

mstsdldli
penanganan aspek ekonomi dan sosial 
budaya;

melaksanakan dan memfasilitasi
kegiatan di bidang ideologic wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan,
Bhinneka Tunggal Ika, sejarah
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, 
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama, dan 

penghayat kepercayaan;

membina dan mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan di 
kecamatan, keluraban, dan desa di 

bidang ketahanan ideologi, wawasan 

kebangsaan, bela negara, karakter
bangsa, pembauran kebangsaan,
Bhinneka Tunggal Ika, sejarah
kebangsaan, serta ketahanan ekonomi, 
sosial, budaya, fasilitasi pencegahan 

penyalahgunaan narkotika, fasilitasi
kerukunan umat beragama, dan 

penghayat kepercayaan;

menyiapkan bahan fasilitasi dan
peningkatan kapasitas Aparatur 

Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang 

ideologi, wawasan kebangsaan, bela 

negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, 
sejarah kebangsaan, serta ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi
pencegahan penyalahgunaan narkotika, 
fasilitasi kerukunan umat beragama, dan 

penghayat kepercayaan;

i. melaksanakan ....

L
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t.

J-

pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan kineija di bidang 
ideologi, wawasan kebangsaan, bela 
negara, karakter bangsa, pembauran 
kpbangsflarij Rhinripka Tunggal Tka, 
sejarah kebangsaan, serta ketahanan 
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika, 
fasilitasi kerukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan 

kiiieija;

memberikan saran, pendapat, dan 
pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasarkan 
kajian dan/atau telaaban agar arah 

kebijakan penyelenggaraan tugas di 
bidang ideologi, wawasan kebangsaan, 
bela negara, karakter bangsa, pembauran 
kebangsaan, Bhrinneka Tunggal Ika, 
sejarah kebangsaan, serta ketahanan 
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika, 
fasilitasi kerukunan umat beragama, dan 
penghayat kepercayaan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan;

menyusun laporan di bidang ideologi, 
wawasan kebangsaan, bela negara, 
karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika,
sejarah kebangsaan, serta ketahanan 
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi 
pencegahan penyalahgunaan narkotika, 
fasilitasi kerukunan umat beragama dan 
penghayat kepercayaan berdasarkan
data dan analisa sebagai informasi 
uigfcuiisasi keniasy ai aka tan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
dan

1. melaksanakan ....

L
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1. Trrelaksanakan ttrgas kedinasan lain yang 
diberikan oleh pimpinan sesuai 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan dalam rangka mendukung

(3) Uraian tugas tambahan Sub Kcx^rdinator 
Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 
(1) huruf b angka 2 sebagai berikut:
a. menyusun bahan kebijakan teknis di 

bidang kewaspadaan dini, keijasama 
intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga keija asing dan lembaga asing, 
serta fasiktasi kelembegaan bidang 
kewaspadaan serta penanganan konflik 
sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

b. menyusun bahan perencanaan di bidang
kewaspadaan dini, keijasama intelijen, 
pemaiitacran orang asing, tenaga keija 
asing dan lembaga asing, serta fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan serta 
penanganan konflik sesuai prosedur dan 
ketentuan peraturan perundang-
undangan berdasarkan rencana
pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat
dipertanggungjawabkan agar tersusun 
■dokumen perencanaan yang sesuai 
dengan rencana strategis;

c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang 
kewaspadaan dini, keijasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga keija 
asing dan lembaga asing, serta fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan serta 
penanganan konflik berdasarkan 
kewenangan dan mempertimbangkan 
sumber daya agar pelaksanaan tugas 
beijalan dan berhasil optimal;

d. menyiapkan bahan keterangan dan 
informasi di bidang penanganan konflik 
dan kewaspadaan nasional wilayah 
Daerah;

e. menyiapkan ....
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c. menyiapkan bahan pembmaan forum 
kewaspadaan dini masyarakat di wilayah 
Daerah;

f. melaksanakan keijasama, pengawasan, 
4an pengamanan orang asing dan tenaga 
keija asing di wilayah Daerah;

g. melaksanakan dan memfasilitasi 
kegiatan di bidang kewaspadaan dini, 
keijasama intelijen, pemantauan arang 
asing, tenaga keija asing dan lembaga 
asing, serta fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan serta penanganan konflik;

h. menyiapkan bahan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan di 
kecamatan, kelurahan, dan desa di 
bidang kewaspadaan dini, keijasama 
intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga keija asing dan lembaga asing, 
serta fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan serta penanganan konflik;

i. menyiapkan bahan fasilitasi dan
pening^catan kapasitas Aparatur 
Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang 
kewaspadaan dini, keijasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga keija 
asing dan lembaga asing, serta fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan serta 
penanganan konflik;

j. mengawasi kegiatan orang asing;

l. melaksanakan fasilitasi komunitas 
intelijen Daerah ;

m. melaksanakan keijasama di bidang 
intelijen keamanan;

n. melaksanakan fasilitasi forum
kewaspadaan dini masyarakat;

o. melakukan fasilitasi penanganan konflik 
berbasis masyarakat;

p. melakukan fasilitasi dan pemberdayaan
masyarakat perbatasan dal am
penanganan konflik;

q. melaksanakan
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Very
Important Person dan Very Very Important 
Person;

T. melaksanakan pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan kineija di 
kewaspadaan dini, keijasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga keija 
asing dan lembaga asing, serta fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan serta 
penanganan konftik sesuai dengan 
perencanaan dan indikator sistem 
pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kineiia;

s. memberikan saran, pendapat, dan 
pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasarkan 
kajian dan/atau telaahan agar arah 
kebijakan penyelenggaraan tugas di 
bidang kewaspadaan dini, kerjasama 
intelijen, pemantauan orang asing, 
tenaga keija asing dan lembaga asing, 
serta fasilitasi kelembagaan bidang 
kewaspadaan serta penanganan konflik 
beijalan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan;

t. menyusun laporan di bidang
kewaspadaan dini, keijasama intelijen, 
pemantauan orang asing, tenaga keija 
asing dan lembaga asing, serta fasilitasi 
kelembagaan bidang kewaspadaan serta 
penanganan konflik berdasarkan data 
dan analisa sebagai informasi organisasi 
kemasyarakatan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
dan

u. melaksanakan tugas kedinasan Iain yang 
diberikan oleh pimpinan sesuai 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan dalam rangka mendukung 
kineija organisasi.

(4) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator 
Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c angka 1 
sebagai berikut:

a. menyusun
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menytrstm bahan kebijakan t^cms tK 
bidang pendidikan politik, etika budaya 
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan 
dan partai politik. pemilihan
umum/pemilihan umum Kepala Daerah, 
dan pemantauan situasi politik sesuai 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan dan pertimbangan teknis agar 
pelaksanaan tugas dapat beijalan sesuai 
dengan sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;
menyusun bahan perencanaan di bidang 
pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan. perwakilan 
dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum Kepala Daerah, 
dan pemantauan situasi politik sesuai 
prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan
rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat
dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai 
dengan rencana strategis;
menyetia pelaksanaan tugas di bidang 
pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan 
dan partai politik, pemilihan
umum/pemilihan umum Kepala Daerah, 
dan pemantauan situasi politik 
berdasarkan kewenangan dan 
mempertimbangkan sumber daya agar 
pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil 
optimal;
memfasilitasi penyuluhan aspirasi 
masyarakat yang berkaitan dengan partai 
politik;
memfasilitasi kegiatan serta mendukung 
suksesnya penyelenggaraan pemilihan 
umum;

f. menginformasikan ....



f.

g-

h.

1.

i-

k.

1.

m.

n.

L
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menginformasikan dan
mendokumentasikan hasil
penyelenggaraan pemilihan umum sesuai 
keijasama dan koordinasi dengan 
lembaga terkait;
menyiapkan bahan keterangan dan 
informasi bidang politik dalam negeri di 
Daerah;
menyiapkan data dan informasi bidang 
politik dalam negeri di Daerah;
menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan 
partisipasi masyarakat di bidang politik;
menyiapkan bahan peningkatan
pemahaman mengenai etika dan budaya 
politik di Daerah;
menyiapkan bahan peningkatan
kapasitas kelembagaan partai politik di 
Daerah;
melaksanakan dan memfasilitasi
kegiatan di bidang pendidikan politik, 
etika budaya politik, peningkatan 
demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/pemilihan 
umum Kepala Daerah, dan pemantauan 
situa^ politik;
menyiapkan bahan pengawasan 
penyelenggaraan pemerintahan di 
kecamatan, kelurahan, dan desa di 
hitjang pendidikan politik, etika budaya 
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan 
dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum Kepala Daerah, 
dan pemantauan situasi politik;
menyiapkan bahan fasilitasi dan 
peningkatan kapasitas aparatur
kesatuan bangsa dan politik di bidang 
pendidikan paHtik, etika btidaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan 
dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum Kepala Daerah, 
dan pemantauan situasi politik;

o. melaksanakan ....
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meiaksanakan pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan kineija di bidang 
pendidikan politik, etika budaya politik, 
peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan 
dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum Kepala Daerah, 
dan pemantauan situasi politik sesuai 
dengan perencanaan dan indikator 
sistem pengendalian internal yang telah 
ditetapkan dalam rangka perbaikan 
kineija;
memberikan saran, pendapat, dan 
pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasarkan 
kajian dan/atau telaahan agar arah 
kebijakan penyelenggaraan tugas di 
bidang pendidikan politik, etika budaya 
politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi 
kelembagaan pemerintahan, perwakilan 
dan partai politik, pemilihan 
umum/pemilihan umum Kepala Daerah, 
dan pemantauan situasi politik beijalan 
sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

menyusun laporan di bidang pendidikan 
politik, etika budaya politik, peningkatan 
demokrasi, fasilitasi kelembagaan 
pemerintahan, perwakilan dan partai 
politik, pemilihan umum/pemilihan 
umum Kepala Daerah, dan pemantauan 
situasi politikberdasarkan data dan 
analisa sebagai informasi organisasi 
kemasyarakatan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; 
dan

r. sesuai ketentuan peraturan perundang- 
undangan dalam rangka mendukung 
kineija organisasi.

(5) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator 
Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c 
angka 2 sebagai berikut:

a. menyusun ....
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c.

menyo-stm bahan kebijakan teknis tH 
bidang pencatatan organisasi
kemasy arakatan, pemberdayaan
organisasi kemasy arakatan, evaluasi dan 
mediasi sengketa organisasi
kemasy arakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi 
kemasyarakatan asing sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan dan 
pertimbangan teknis agar petaksanaan 
tugas dapat beijalan sesuai dengan 
sasaran dan tujuan yang telah 
ditetapkan;

menyusun bahan perencanaan di bidang 
pencatatan organisasi kemasyarakatan, 
pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi 
sengketa organisasi kemasyarakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan 
dan organisasi kemas3?arakatan asing 
sesuai prosedur dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan berdasarkan 
rencana pembangunan Daerah dan data 
perencanaan yang dapat
dipertanggungjawabkan agar tersusun 
dokumen perencanaan yang sesuai 
dengan rencana strategis;
menyelia pelaksanaan tugas di bidang 
pencatatan organisasi kemasyarakatan, 
pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi 
sengketa organisasi kemasyarakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan 
dan organisasi kemasyarakatan asing 
berdasarkan kewenangan dan 
rnempertimhangkan siimher day a agar 

pelaksanaan tugas beijalan dan berhasil 
optimal;
memfasilitasi organisasi kepemudaan, 
kemasyarakatan, profesi, dan lembaga 
swadaya masyarakat;
melaksanakan keijasama dan koordinasi 
dengan organisasi kemasyarakatan, dan 
lembaga swadaya masyarakat dalam
upaya

f:
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f melaktikan komunikast, pemantataan,
perkembangan, dan mediasi serta 
melaksanakan pemantauan kegiatan 
organisasi kemasyarakatan, dan lembaga 
swadaya masyarakat;

g. melakukan inventarisasi data 
keberadaan organisasi kemasyarakatan, 
dan lembaga swadaya masyarakat;

h. melaksanakan forum komunikasi an tar 
organisasi kemasyarakatan, dan lembaga 
swadaya masyarakat;

i. memproses penerbitan surat keterangan
tercatat sebagai organisasi
kemasyarakatan, dan lembaga swadaya 
masyarakat;

j. melaksanakan kegiatan di bidang
pencatatan organisasi kemasyarakatan, 
pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi 
sengketa organisasi kemasyarakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan 
dan organisasi k^ma^arakatan asing;

k. membina dan mengawasi
penyelenggaraan pemerintahan di 
kecamatan, kelurahan dan masyarakat di 
bidang organisasi kemasyarakatan;

l. melaksanakan dan memfasilitasi
pelayanan pencatatan organisasi
kemasyarakatan, mediasi sengketa 
organisasi kemasyarakatan, pengawasan 
organisasi kemasyarakatan dan
organisasi kemasyarakatan asing;

m. melaksanakan pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan kineija di bidang 
pencatatan organisasi kemasyarakatan, 
pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi 
sengketa organisasi kemasyarakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan 
dan organisasi kemasyarakatan asing 
sesuai dengan perencanaan dan 
indikator sistem pengendalian internal 
yang telah ditetapkan dalam rangka 
pei'badcan kineija;

n. memberikan ....
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n. memberikan saraii, pendapat, dan
pertimbangan kepada atasan secara 
langsung maupun tertulis berdasarkan 
kajian dan/atau telaahan agar arah 
kebijakan penyelenggaraan tugas di 
bidang pencatatan organisasi
kemasyarakatan, pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan 
mediasi sengketa organisasi
kemasyarakatan, pengawasan organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi 
kemasyarakatan asing beijalan sesuai 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan;

o. menyusun laporan di bidang pencatatan
organisasi kemasyarakatan,
pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi 
sengketa organisasi kemasyarakatan, 
pengawasan organisasi kemasyarakatan 
dan organisasi kemasyarakatan asing 
berdasarkan data dan analisa sebagai 
informasi dan pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lam yang 
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang- 
undangan dalam rangka mendukung 
kinetja organisasi.

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 24
Jabatan pada Perangkat Daerah yang diatur dalam
Peraturan Bupati ini:
a. Kepala Bakesbangpol merupakan jabatan 

eselon Ilb atau jabatan pimpinan tinggi 
pratama;

b. Sekretaris Bakesbangpol merupakan jabatan 
struktural eselon Ilia atau jabatan 
administrator;

c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural 
eselon Illb atau jabatan administrator;

xL Kepala Subhagiart pada Rekretariat
merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan 
pengawas; dan

e. Selain jabatan Kepala Bakesbangpol,
Sekretaris Bakesbangpol, Kepala Bidang, dan

dan Jabatan Fungsional tertentu.

9. Ketentuan ....
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9. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati 
Boyolali Nomor 136 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi, serta Tata Keija Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kabupaten Boyolali (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 136) 
diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali 
pada tanggal 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali 
pada tanggal Mei’ 2022

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 
2022 NOMOR fe>0

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

T

AGNES SRI suIcaMtiningsih
Pemb na Tijigkat I

NIP. 19671102 199403 2 009
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